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ABSTRAK 

 Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan 

nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak 

berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena 

berpisahnya roh dengan jasad korban. Tindak pidana 

pembunuhan dalam hukum positif Idonesia di atur dalam Pasal 

338-340 KUHP. Pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 

340 KUHP yang digunakan majelis hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta untuk memvonis pelaku pembunuhan Nova Candra 

Hermawan alias Nopek Bin Lanang  Rudi Santoso terhadap 

korban Agnesia Mercyliano Cantika Pranata Dewi. 

 Pencabulan terhadap anak adalah tindakan yang dapat 

merusak akal, jiwa, martabat manusia serta keturunan dan juga 

melanggar hak asasi manusia. Anak adalah salah satu sasaran 

yang menjadi target pencabulan oleh para penjahat. Untuk 

melindungi hak, maka kejahatan pencabulan anak di atur dalam 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

terkhususnya Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) yang menjadi 

acuan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pada pelaku 

pencabulan Nova Candra Hermawan Alias Nopek Bin Lanang  

Rudi Santoso terhadap korban Agnesia Mercyliano Cantika 

Pranata Dewi dalam perkara Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk. 

 Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian 

pustaka (library research) untuk memperoleh bahan 

penelitiannya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan mengumpulkan bahan hukum kemudian 

dijelaskan. Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini 

meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan 

Pengadilan. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini 

merupakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan tindak 

pidana pembunuhan berencana yang disertai pencabulan 

terhadap anak. Penelitian ini menggunakan teori kepastian 

hukum dan teori keadilan substantif. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan 

yang dijatuhkan kepada pelaku dalam kasus ini tidak 

memberikan keadilan untuk Terdakwa. Seharusnya putusan 

yang diberikan lebih ringan menimbang beberapa unsur dalam 

pembunuhan berencana yang tidak terpenuhi. 

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Pencabulan, 

Pertimbangan hakim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara hukum 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia 

adalah negara hukum”
1
. Sebagai negara hukum 

sudah seharusnya dalam setiap kegiatan manusia 

atau masyarakat dalam aktivitas hidupnya 

berdasarkan atas hukum. 

Adapun hukum yang pada khususnya 

mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan 

mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana 

yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang 

memungkinkan pemidanaan kepada orang yang 

telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman 

pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum 

pidana. 

Keberadaan hukum dalam negara menjadi 

perangkat untuk memberikan batasan wewenang 

kepada setiap warga negara dalam menjalankan 

hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam 

                                                           
1 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
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keamanan dan kenyamanan dari segala bentuk 

ancaman kejahatan yang dapat membahayakan 

nyawa seseorang. Seperti yang diatur dalam Pasal 

28 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”.
2
 

Maka berdasarkan hal tersebut keberadaan 

hukum sangat penting dalam melindungi 

masyarakat, karena semua warga berkedudukan 

sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum 

merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata 

tertib, keamanan, dan ketentraman dalam 

masyarakat baik itu merupakan upaya pencegahan 

maupun pemberantasan atau penindakan setelah 

terjadinya pelanggaran hukum. 

Apabila Undang-undang yang menjadi 

dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan 

dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar 

falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa maka 

sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai 

sasarannya. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu 

yang abstrak sehingga menimbulkan presepsi yang 

berbeda-beda tentang difinisi hukum, tergantung 

                                                           
2 Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (Cet. XII. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hlm. 46. 
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mereka melihat dari sudut pandang yang mana
3
. 

Sebagaimana definisi hukum menurut Achmad Ali, 

hukum adalah: 

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang 

tersusun dalam suatu sistem yang 

menentukan apa yang boleh dilakukan 

manusia sebagai warga negara dalam 

kehidupan masyarakat. Hukum tersebut 

bersumber baik baik dari sumber lain yang 

diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi 

dalam masyarakat tersebut, serta benar-

benar diberlakukan oleh warga masyarakat 

sebagai satu keseluruhan dalam 

kehidupannya. Apabila kaidah tersebut 

dilanggar akan memberikan kewenangan 

bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan 

sanksi yang sifatnya eksternal”
4
. 

 

Kejahatan merupakan perilaku seseorang 

yang melanggar hukum positif atau hukum yang 

telah dilegitimasi dalam suatu negara. Ia hadir 

ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang 

dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggar dan 

dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh 

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap.
5
 

Masalah kejahatan dalam masyarakat 

mempunyai gejala yang sangat kompleks dan 

                                                           
3 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2008), hlm. 11. 
4Ibid. 
5Ibid., hlm. 5. 
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rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. 

Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan 

itu sendiri adalah yang merugikan dan bersentuhan 

langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena 

itu, upaya dan langkah-langkah untuk 

memberantas kejahatan perlu dilakukan agar 

masyarakat merasa aman. Kejahatan akhir-akhir ini 

menunjukkan perkembangan yang cukup 

meningkat, salah satu contohnya adalah kejahatan 

pembunuhan berencana disertai dengan 

pencabulan. 

Pembunuhan berencana adalah kejahatan 

merampas nyawa orang lain atau membunuh, 

setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu 

atau metode, dengan tujuan memastikan 

keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan terencana 

dalam hukum umumnya merupakan tipe 

pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya 

dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur 

hidup atau penjara sementara selama-lama dua 

puluh tahun.
6
 Pembunuhan berencana dalam 

KUHP diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi: 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan 

direncanakan terlebih dahulu 

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, 

                                                           
 6http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhanberencana, diakses pada 

hari Senin 16 September 2019, pukul 21.34 Wib. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan
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karena pembunuhan direncanakan (moord) 

dengan hukuman mati atau penjara seumur 

hidup atau penjara sementara selama-lama 

dua puluh tahun.”
7
 

 

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 340 KUHP 

dengan cara demikian, pembentuk Undang-undang 

sengaja melakukannya dengan maksud kejahatan 

yang berdiri sendiri, untuk lebih jelasnya akan 

dipaparkan dalam pembahasan. Pembunuhan 

berencana merupakan suatu tindak pidana 

kejahatan berat. Unsur-unsur pembunuhan 

berencana adalah sebagai berikut: 

1. Unsur Subjektif terdiri dari: 

a. Dengan sengaja 

b. Dengan terlebih dahulu 

2. Unsur Objektif terdiri dari: 

a. Perbuatan : Menghilangkan nyawa 

b. Objeknya : Nyawa orang lain 

Apabila salah satu unsur di atas terpenuhi 

maka seseorag dapat ditetapkan sebagai pelaku 

tindak pembunuhan berencana. 

Dalam realitas kehidupan banyak kejadian 

dan kasus yang menimpa sebagian orang yang 

membuat orang tersebut kehilangan semangat 

                                                           
7 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2005), Bab. XIX. tentang Kejahatan terhadap Nyawa. 



6 

 

 
 

untuk hidupnya. Salah satu contoh yang sangat 

relevan adalah pencabulan, dimana perbuatan itu 

dilarang oleh hukum pidana dan menggolongkan 

perbuatan tersebut ke dalam tindak pidana 

kesusilaan.
8
 

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang 

berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, 

sebab pencabulan akan melangar hak asasi 

manusia serta dapat merusak martabat manusia, 

jiwa, akal dan keturunan. 

Anak dan perempuan memang merupakan 

golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban 

pencabulan, terutama anak-anak. Terjadinya tindak 

pidana pencabulan ini tentu sangat meresahkan 

masyarakat, terutama bagi otang tua yang memiliki 

anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu 

pelakunya harus diberikan sanksi pidana yang 

sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. 

Sebagaimana tertulis pada bagian 

“Menimbang” huruf b, salah satu konsideran 

perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak adalah bahwa setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

                                                           
8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
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berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
9
 

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun 

akan membahas pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap kasus pembunuhan 

berencana yang disertai pencabulan terhadap anak 

dan juga membahas dakwaan serta tuntutan dari 

Penuntut Umum melalui tinjauan yuridis dengan 

dasar hukum yang digunakan, hingga dapat 

diketahui apakah sudah sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

penyusun ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang 

Disertai Pencabulan terhadap Anak (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 

372/Pid.B/2018/PN. Yyk)”. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

dikemukakan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 340 KUHP dan 

Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

terhadap tindak pidana pembunuhan berencana 

yang disertai pencabulan terhadap anak dalam 

perkara pidana Nomor 

372/Pid.B/2018/PN.Yyk? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari permasalahan yang telah dijabarkan di 

atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan 

unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 

KUHP dan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

Kegunaan penelitian dalam penyusunan ini 

antara lain: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dalam penerapan sanksi 
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pidana terhadap tindak pidana pembunuhan 

berencana yang disertai pencabulan terhadap 

anak. 

2. Hasil penelitian inidiharapkan dapat menjadi 

bahan informasi atau referensi bagi kalangan 

akademis dan calon peneliti yang akan 

melakukan penelitian lanjutan terhadap tindak 

pidana pembunuhan berencana yang diseratai 

pencabulan terhadap anak. 

3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi 

atau masukan bagi proses pembinaan 

kesadaran hukum bagi masyarakat untuk 

mencegah terulangnya peristiwa serupa. 

 

D. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap 

literatur yang ada, adanya karya-karya ilmiah yang 

membahas tentang Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana yang disertai Pencabulan terhadap Anak 

baik secara umum maupun secara khusus yang 

Penyusun ketahui ialah: 

Skripsi karya Wa Ode Rini Anggraini 

dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
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Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2013/PN.BB).
10

 

Skripsi tersebut mengkaji masalah pembunuhan 

berencana dan bagaimana norma-norma yang 

seharusnya dipatuhi oleh masyarakat hukum. 

Skripsi karya Sulistyaningsih dengan judul 

“Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 

65/Pid.Sus/2011/PN.Pwt).
11

 Skripsi tersebut 

menjelaskan tentang perlindungan terhadapAnak 

Korban pencabulan dan apa yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

tersebut. Dalam mengkaji karya tersebut si 

penyusun menggunakan jenis penelitian yuridis 

normatif dengan pendekatan yang menggunakan 

konsepsi legistis positivistis. 

Skripsi karya Dian Kurniawan dengan 

judul “Analisis Yuridis Terhadap Kasus 

Pembunuhan Berencana yang disertai 

Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta Nomor 78/Pid.B/2014/PN.Mks)
12

. 

                                                           
10 Wa Ode Rini Anggraini, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 

123/Pid.B/2013/PN.BB), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. 
11 Sulistyaningsih, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 

65/Pid.Sus/2011/PN.Pwt), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal 

Soedirman, 2012. 
12 Dian Kurniawan, “Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan 

Berencana yang Disertai Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
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Skripsi tersebut menjelaskan tentangbagaimana 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap perkara tersebut. Dalam mengkaji karya 

tersebut si penyusun menggunakan jenis penelitian 

yuridis normatif. 

Skripsi karya Chitra Anggraini dengan 

judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam 

Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku 

Pembunuhan Berencana disertai Pemerkosaan 

terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK)
13

. 

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana 

pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi 

tingkat banding menjatuhkan sanksi pisana mati 

terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 

berencana yang disertai pemerkosaan terhadap 

anak. 

Penelitian hukum tentang kajian hukum 

pidana terhadap tindak pidana pembunuhan 

terencana disertai pemerkosaan sebagai concurcus 

realis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 

Nomor: 1379/Pid.B.2005/PN.Sby). Penelitian ini 

                                                                                                                  
Yogyakarta Nomor 78/Pid.B/2014/PN.Mks), Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014. 
13 Chitra Anggraini, “Analisis Perimbangan Hakim dalam 

Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana disertai 

Pemerkosaan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 

Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK), Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, 2016. 
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menjelaskan tentang bagaimana penerapan 

concurcus realis dalam tindak pidana pemerkosaan 

anak dan tindak pidana pembunuhan berencana.
14

 

Dari beberapa karya ilmiah di atas, belum 

ada pembahasan tentang penjatuhan sanksi pidana 

kepada pelaku tindak pidana pembunuhan 

berencana yang disertai pencabulan terhadap anak 

dengan pidana penjara seumur hidup. Oleh karena 

itu perlu kiranya penyusun mengkaji secara 

spesifik apa yang menjadi pertimbangan hakim 

dalam memutus suatu perkara pembunuhan 

berencana yang disertai pencabulan terhadap anak 

dengan pidana penjara seumur hidup. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik adalah abstraksi hasil 

pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang 

relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.
15

 

Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka 

teoritik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

 

                                                           
14 Edo Purwanto, Penelitian hukum tentang kajian hukum pidana 

terhadap tindak pidana pembunuhan terencana disertai pemerkosaan sebagai 

concurcus realis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 

1379/Pid.B.2005/PN.Sby), Penelitian Hukum Universitas Sebelas Maret, 

2013. 
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1986), hlm. 103. 
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a. Kepastian Hukum 

Dalam melaksanakan dan menegakkan 

hukum, setiap orang mengharapkan dapat 

ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya 

peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya 

itulah yang harus berlaku dan tidak boleh 

menyimpang: fiat justitia et pereat mundus 

(meskipun dunia ini runtuh hukum harus 

ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh 

kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 

yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa 

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu 

yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian 

hukum, karena dengan adanya kepastian 

hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum 

bertugas menciptakan kepastian hukum karena 

bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
16

 

b. Teori Keadilan Substantif 

Keadilan substantif terfokus atau 

berorientasi kepada nilai-nilai fundamental 

yang terkandung didalam hukum, sehingga hal-

hal yang menitikberatkan kepada aspek 

                                                           
16 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), 

(Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 130. 
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prosedural akan di ,,nomorduakan”. Secara 

teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam 

empat bentuk keadilan, yakni keadilan 

distributif, keadilan retributif, keadilan 

komunikatif, dan keadilan korektif. Keadilan 

distributif menyangkut pengaturan dasar segala 

sesuatu buruk baik dalam mengatur 

masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala 

sesuatu dirancang untuk menciptakan 

hubungan yang adil antara dua 

pihak/masyarakat. Prinsip pokok keadilan 

distributif adalah setiap orang harus mendapat 

kesempatan yang sama dalam memperoleh 

keadilan. 

Keadilan secara umum diartikan 

sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak 

memihak dan berpihak kepada yang benar. 

Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila 

dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak 

merugikan seseorang dan kedua, perlakuan 

kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi 

haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dienuhi 

barulah itu dikatakan adil.
17

 

                                                           
17 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), 

hlm. 64. 
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Pemaknaan keadilan dalam praktik 

penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata 

masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak 

merasakan dan menilai bahwa lembaga 

pengadilan kurang adil karena terlalu sayang 

dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban 

dalam memberikan putusan terhadap suatu 

sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas 

dari cara pandang hakim terhadap hukum yang 

amat kaku dan normatif-prosedural dalam 

melakukan konkretisasi hukum. Hakim 

semestinya mampu menjadi seorang 

interpretator yang mampu menangkap 

semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak 

terbelenggu oleh kelakuan normatif-prosedural 

yang ada dalam suatu peraturan perundang-

undangan, karena hakim bukan lagi sekedar 

pelaksana undang-undang. Artinya, hakim 

dituntut untuk memiliki keberanian mengambil 

keputusan yang berbeda dengan ketentuan 

normatif undang-undang. Sehingga keadilan 

substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui 

putusan hakim pengadilan, karena hakim dan 

lembaga pengadilan hanya akan memberikan 

keadilan formal.  
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Keadilan substantif dimaknai keadilan 

yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat 

kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak 

berpengaruh pada hak substantif penggugat. Ini 

berarti bahwa apa yang secara formal-

prosedural benar bisa saja disalahkan secara 

materiil dan substansinya melanggar keadilan. 

Demikian sebaliknya, apa yang secara formal 

salah bisa saja dibenarkan jika materiil dan 

substansinya sudah cukup adil (hakim dapat 

menoleransi pelanggaran prosedural asalkan 

tidak melanggar substansi keadilan). Dengan 

kata lain, keadilan substantif bukan berarti 

hakim harus selalu mengabaikan ketentuan 

Undang-undang, melainkan dengan keadilan 

substantif berarti hakim bisa mengabaikan 

Undang-undang yang tidak memberikan rasa 

keadilan, tetapi berpedoman pada formal-

prosedural Undang-undang yang sudah 

memberi rasa keadilan sekaligus menjamin 

kepastian hukum. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara utama 

yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai 

suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah 

peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau 

dari tujuan situasi penelitian.
18

 

Untuk mencapai apa yang diharapkan 

dengan baik, penyusun menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

pustaka (library risearch), yaitu 

penelitian yang objeknya menggunakan 

putusan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu penelitian untuk 

menyelesaikan masalah melalui 

pengumpulan, Penyusunan dan 

penganalisisan data, kemudian djelaskan 

dan selanjutnya diberi penilaian.
19

 

 

                                                           
18 Winarno Surakhmad, (ed), Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar 

Metode Teknik, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191. 
19 Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: 

Grannit, 2004), hlm. 128. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan 

menggunakan metode Yuridis-Normatif 

dan Yuridis-Empiris. Pendekatan ini 

berguna untuk mendekati masalah yang 

dikaji dengan menggunakan dasar 

perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia yaitu Pasal 340 KUHP dan 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

TentangPerubahan atas UU No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

serta pendekatan yang dilakukan secara 

langsung ke lapangan melihat 

bagaimana pelaksanaan dari aturan atau 

perundang-undangan yang ada. 

Kemudian juga didasarkan pada fakta-

fakta lapangan yang terjadi ditengah 

masyarakat. 

4. Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini, 

penyusun menggunakan sumber data 

primer, sekunder dan tersier. 

a. Data Primer 

Data primer ini merupakan 

data yang diperoleh secara langsung 
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berupa putusan perkara Nomor 

372/Pid.B/2018/Pn.Yyk. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data 

yang diambil dari sumber-sumber 

tertentu yang kemudian digunakan 

sebagai pendukung data primer, 

yakni: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer 

yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan dan 

dokumen lainnya, yakni 

Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945. Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder 

ini bersumber dari buku-buku 

hukum dan tulisan maupun 

penelitian hukum lainnya yang 

berkaitan dengan Tindak Pidana 

pencabulan anak. 
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c. Data Tersier 

Data tersier adalah sumber 

data pendukung dari data primer dan 

data sekunder yang berkaitan 

dengan kebutuhan penelitian. 

Seperti website, kamus dan sumber 

lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dengan 

metode penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian yang 

dilakukan guna mengumpulkan 

sejumlah data dari berbagai literatur 

yang ada yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara pencarian data 

sekunder yang dilakukan dari berbagai 

tulisan yang telah ada, dengan 

bersumber pada kepustakaan dan arsip. 

Pencarian data sekunder akan dilakukan 

dengan 2 (dua) cara, yaitu: 

a. Membaca bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier, yang berupa 

peraturan perundang-undangan, berkas 



21 

 

 
 

perkara, buku-buku, serta kamus hukum 

yang berhubungan masalah penelitian. 

b. Membaca berbagai tulisan yang 

berupa laporan-laporan yang biasanya 

tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan 

pada tempat penyimpanan arsip. 

6. Analisis Data 

Setelah seluruh data terkumpul, 

tahap selanjutnya adalah analisis data. 

Analisis data adalah mengolah data 

menjadi suatu infromasi yang lebih 

mudah dipahami. Dalam penelitian ini 

penyusun menggunakan metode analisis 

kualitatif, yakni memperkuat analisis 

dengan melihat kualitas data yang 

diperoleh. Data yang terkumpul, 

selanjutnya dianalisis menggunakan 

metode deduktif, yaitu cara berfikir 

yang berangkat dari teori atau kaidah 

yang ada. Metode ini digunakan untuk 

menganalisis bagaimana Hakim 

Pengadilan Negeri Yogyakarta 

menjatuhkan putusan terhadap kasus 

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

yang Disertai Pencabulan Terhadap 

Anak. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan skripsi ini untuk 

memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan 

secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang 

benar, maka Penyusun membagi rencana skripsi ini 

menjadi 5 (lima) bab, diantara sistematika bab 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, dimulai dengan pendahuluan 

yang mencakup latar belakang masalah dengan 

mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, 

sehingga dapat diperoleh beberapa pokok 

permasalahan, kerangka teoritik, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, dalam bab ini mendeskripsikan 

tinjauan umum tentangpembunuhan berencana, 

pencabulan dan anak. 

Bab Ketiga, dalam bab ini mendeskripsikan 

tinjauan umum tentang putusan serta gambaran 

umum tentang perkara Nomor 

372/Pid.B.2018/PN.Yyk. 

Bab Keempat, dalam bab ini menguraikan 

tentang bagaimana hasil dari analisis putusan 

hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana yang Disertai Pencabulan 

TerhadapAnak yang terjadi di wilayah Hukum 
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Pengadilan Negeri Yogyakarta pada perkara Nomor 

372/Pid.B/2018/PN.Yyk. 

Bab Kelima, bab ini merupakan bab terakhir 

berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada 

bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna 

untuk kemajuan ilmu hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari rumusan masalah yang diuraikan 

sebelumnya, penyusun berpendapat bahwa putusan 

yang diberikan oleh majelis hakim tidak 

memberikan keadilan untuk Terdakwa. Seharusnya 

putusan yang diberikan lebih ringan menimbang 

beberapa unsur dalam pembunuhan berencana 

yang tidak terpenuhi dan Terdakwa adalah tulang 

punggung keluarganya dan Terdakwa mengakui 

semua perbuatannya. 

Maka penyusun dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap 

kasus pembunuhan berencana yang disertai 

pencabulan terhadap anak dalam studi kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 

372/Pid.B/2018/PN.Yyk tidak tepat. Penuntut 

Umum tidak menggunakan Pasal 362 KUHP 

yang jelas-jelas Terdakwa sudah mengambil dan 

menikmati hasil penjualan cincin dan anting-

anting Anak Korban, namun menggunakan 3 

(tiga) dakwaan, yaitu: Dakwaan kesatu Primair 

Pasal 340 KUHP Subsidair Pasal 338 KUHP. 

94 
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Kedua Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU No. 

35 Tahun 2014 tetang Perubahan atas UU No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dan 

ketiga Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Lalu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana penjara seumur hidup terhadap 

Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk 

menurut penyusun tidak sesuai, karena majelis 

hakim tidak cermat dalam menelaah kasus 

apakah terdapat unsur pembunuhan berancana 

atau unsur pembunuhan biasa.  

 

B. Saran 

Diharapkan kepada segenap aparat hukum 

agar lebih jeli melihat duduk perkara yang 

berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan 

berencana atau pembunuhan (doodslag) yang 

disertai pencabulan terhadap anak, sebab unsur-

unsur yang tidak dapat dibuktikan dalam tindak 

pidana pembunuhan berencana yang disertai 

pencabulan anak bisa saja menjadi dasar 

penjatuhan hukuman yang lebih ringan bagi pelaku 

kejahatan. Sehingga diharapkan setiap pelaku 
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kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan 

dijatuhi sanksi yang bisa membuat para pelaku 

kejahatan jera dan tidak megulangi perbuatannya 

lagi. Diperlukan juga adanya sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai akibat dari tindak pidana 

pembunuhan berencana atau pembunuhan 

(doodslag) yang disertai pencabulan terhadap anak 

melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan seperti 

penyuluhan Agama dan penyuluhan Hukum. 

Penyusun berharap setiap lapisan masyarakat bisa 

sadar akan keberadaan hukum serta selalu 

menjadikan norma-norma Agama dan Hukum 

sebagai landasan dalam bersikap, sehingga 

terciptanya ketertiban dalam masyarakat, dan 

berupaya menempatkan diri sebagai pengawas bagi 

pelaku tindak pidana, baik yang telah di pidana 

atau bermaksud melakukan tindak pidana, agar 

tidak mengulangi perbuatannya supaya tercipta 

suatu tujuan hukum, yang berbunyi bahwa tujuan 

penjatuhan pidana yaitu bersifat memperbaiki diri 

(reclasering). 
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